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TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

Mengingat

—_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa Kecurangan/ fraud dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat terjadi dalam bentuk tindak
pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya pada tahap
pedoman, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan
keuangan daerah;

bahwa proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum
sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko Kecurangan
sehingga diperlukan pedoman pengendalian Kecurangan;

bahwa untuk memberikan arah, dan landasan serta kepastian
hukum dalam pengendalian Kecurangan di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan suatu
pengaturan dalam penyelenggaraannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian
Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN

KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Nusa Tenggara Barat.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan



perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pelapor adalah Pegawai ASN dan masyarakat yang melaporkan
adanya indikasi Kecurangan/fraud di lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau
mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu,
memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

8. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan
dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut
terjadi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat dalam melaksanakan pengendalian Kecurangan dalam
penyelenggaraan tugas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendorong implementasi
dan integrasi pelaksanaan pengendalian Kecurangan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Atribut pengendalian Kecurangan meliputi:
kebijakan anti Kecurangan;

struktur organisasi pengendalian Kecurangan;
manajemen Risiko Kecurangan,;

kepedulian pegawai;

kepedulian masyarakat;

sistem pelaporan kejadian Kecurangan;
perlindungan pelapor;

prosedur investigasi;
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pengungkapan kepada pihak eksternal; dan
standar perilaku dan disiplin.
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Pasal 5

(1) Indikator dan implementasi atribut pengendalian Kecurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(2) Pemenuhan indikator dan implementasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara integratif sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau dengan penyusunan
petunjuk teknis/pelaksanaan sesuai kebutuhan.



Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan
pengendalian Kecurangan yang ditangani kepada Gubernur
melalui Inspektur secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-
waktu bila diperlukan.

(2) Gubernur melalui Inspektur melakukan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pengendalian Kecurangan yang
ditangani Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd
H. LALU GITA ARIADI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN
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